
 
 

PRESIDEN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR  43  TAHUN 2008 

TENTANG 

PEMBUBARAN BADAN PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN  

DAN DIREKSI PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN  

KOMPLEK KEMAYORAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Undang-Undang 

Nomor 45  Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, pengelola Komplek 

Kemayoran ditunjuk menjadi Badan Layanan Umum; 

  b. bahwa sehubungan dengan penunjukan pengelola Komplek 

Kemayoran menjadi Badan Layanan Umum sebagaimana 

tersebut di atas, Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden 

Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek 

Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999, perlu 

dibubarkan; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden 

tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran 

dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran; 

Mengingat ... 
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Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945;  

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502);  

M E M U T U S K A N: 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBUBARAN BADAN 

PENGELOLA KOMPLEK KEMAYORAN DAN DIREKSI 

PELAKSANA PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOMPLEK 

KEMAYORAN.  

Pasal 1 

 (1) Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana 

Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran yang 

dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 

1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999, dibubarkan. 

 

(2)   Pembubaran ... 
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(2) Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku 

efektif sejak tanggal pembentukan Badan Layanan Umum. 

 

 

Pasal 1  

 

Dengan dibubarkannya Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka 

penguasaan serta pengelolaan Komplek Kemayoran selanjutnya 

dilakukan oleh Badan Layanan Umum. 

 

 

Pasal 2  

 

(1) Aset negara berupa tanah, bangunan, dan aset lainnya yang 

dikuasai, dimiliki dan dikelola oleh Badan Pengelola Komplek 

Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian 

Pembangunan Komplek Kemayoran beralih kepada Badan 

Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2. 

(2) Pengalihan aset negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Menteri Sekretaris Negara.  

 

 

(3)   Sebelum ... 
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(3) Sebelum dilakukan pengalihan aset negara sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), aset negara tersebut diaudit terlebih 

dahulu oleh auditor. 

 

Pasal 3  

 

Dengan dibubarkannya Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka: 

a. tugas, hak dan kewajiban Badan Pengelola Komplek 

Kemayoran dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan 

Komplek Kemayoran selanjutnya dilakukan oleh Badan 

Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 

b. seluruh arsip dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan 

tugas Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi 

Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran 

beralih kepada Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2; 

c. perjanjian atau perikatan yang telah dibuat oleh Badan 

Pengelola Komplek Kemayoran dan Direksi Pelaksana 

Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran dengan 

pihak lain tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian 

atau perikatan tersebut, dan selanjutnya dilakukan oleh Badan 

Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; 

 

d. pegawai ... 
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d. pegawai Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan pegawai 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran beralih menjadi pegawai Badan Layanan Umum 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan 

peralihan tersebut disesuaikan dengan susunan organisasi 

Badan Layanan Umum, dan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

e. pegawai Badan Pengelola Komplek Kemayoran dan pegawai 

Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek 

Kemayoran tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 

dengan ditetapkannya ketentuan tentang kepegawaian dan 

kepengurusan Badan Layanan Umum. 

 

Pasal 5  

 

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka : 

1. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985 tentang Badan 

Pengelola Komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 73 

Tahun 1999; 

2. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan 

Langsung Dana Pendapatan dari Pengusahaan Komplek 

Kemayoran Oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

Pasal 6 ... 
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Pasal 6 

 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  24 Juni 2008 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Deputi Sekretaris Kabinet 
Bidang Hukum, 

 

  ttd 

Dr. M. Iman Santoso 


